BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Menimbang:

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGALI,

bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima
dan kepastian hukum kepada masyarakat di bidang perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Serdang Bedagai perlu
disusun Standar Pelayanan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Serdang
Bedagai tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Serdang Bedagai;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di
vinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

-Nonor 151 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara
—Republik Indonesia Nomor 4346);

dang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Inffrmasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

AL
\3apaq” Otamcaq

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);



Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008

tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perijinan Terpadu Di Daerah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
tandar Operational Prosedur (SOP) Administrasi
emerintahan;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12
"Thhun

CAT—

IR

13. Peraturan Menteri

14. Peraturan Menteri

2009 tentang Pedoman  Penilaian Kinerja
nyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah
Kabupaten/Kota;

Nomor 52 Tahun 2011
Prosedur di Lingkungan
(Berita Negara

Dalam Negeri
tentang Standar Operasional
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704),

Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kapupaten Sef'dang Bedagai Nomor 187);

16. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

MEMUTUSKAN -

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG
BEDAGALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam PeratUran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.

2.  Pemerintah Daerah adalah  Bupati sebagai  unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan peMerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom,

44’(, 3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.

4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang
proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai

_fetahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

3 P erangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu

l ~Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat

8 y\ q l? emerintah daefah yang memiliki tugas pokok dan fungsi
1

engelola sernua bentuk pelayanan perizinan dan non
perizinan di daerah dengan sistemn satu pintu.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut
penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
UndangUndang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk Kkegiatan
pelayanan publik.
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10.

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya
disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja
penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan
institusi ~ penyelenggara  negara, korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain
yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan
publik.

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam
Standar Pelayanan.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara
maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok,
maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima
manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun
tidak langsung.

BAB II
PRINSIP

Pasal 2

(1) Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan

menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis
pelayanan.

(2) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat
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(1) dilaksanakan dengan prinsip :

a. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti,
mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur,
dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi

— masyarakat maupun penyelenggara.
3. Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan

melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas
bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar

t &m e n atau hasil kesepakatan.

. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan
harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan
kepada pihak yang berkepentingan.

d. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus
dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas
dan inovasi pelayanan.

e. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan
mudah diakses oleh masyarakat.

f Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa
pelayanan yang diberikan dapat men jangkau semua
masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi
geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
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Pasal 3

(1) Standar Pelayanan sebagaimana terlampir digunakan sebagai
acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam penyusunan,
penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan.

(2) Standar  Pelayanan tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati
Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2008 tentang Standard
Operating Procedure/ Standarisasi Prosedur Pelayanan Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten serdang Bedagai dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai.
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BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017 NOMOR 24



